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PEMULIHAN GEDUNG DPRD MOROWALI

Proyek4,5M
Diduga Tak Ditender

MOROWALI, MERCUSUAR - Aroma dugaan
tindak korupsi mulai berhembus dari dalam
Gedung DPRD Morowali. Anggaran Rp4,5
miliar untuk recovery atau pemulihan Gedung
DPRD Morowali pasca gempa diduga kuat
dilakukan tanpa mekanisme tender, melainkan

penunjukkan langsung.

Pengerjaan proyek reco-
very gedung DPRD Morowali
yang menghabiskan angga-
ran sebanyak Rp4,5 miliar
disinyalir kuat dikerjakan
oleh kerabat keluarga Ketua
DPRD Morowali, dengan
mekanisme penunjukan
langsung, sebuah tinda-
kan yang menyalahi aturan
dalam pengadaan proyek
barang dan jasa dilingkup
lembaga pemerintahan
Daerah.

"Pengadaan proyek per-
baikan (dana recovery)
gedung DPRD Morowali
akibat kerusakan yang di-
timbulkan oleh gempa bumi
2012, terindikasi sangat

kuat di korupsi," jelas Sahar
selaku ketua Departemen
Advokasi Forum Intelektual
Muda Morowali (FIMM),
Senin (5/8/2013).

Sahar mengungkapkan
anggaran Perbaikan Gedung
DPRD Morowali yang rusak
dalam peristiwa gempa
5,7 SR pada 16 April, 2012
silam tersebut, dilakukan
dalam dua tahapan yaitu
anggaran pertama sebesar
Rp1,5 miliar dan anggaran
tahap kedua sebesar Rp3
miliar, sehingga total ang-
garan proyek tersebut yaitu
Rp4.5 miliar.

Kategori pekerjaan pro
yek recovery gedung DPRD

tergolong pekerjaan kon-
struksi, sehingga meka-
nismenya harus melalui
pengadaan tender secara
terbuka.Sehingga meéka-
nisme pengerjaan proyek
recovery gedung DPRD
Morowali lebih identik
dengan pengadaan melalui
mekanisme swakelola.
"Kategorisasi peker-
jaan konstruksi bangunan
dengan besaran anggaran
Rp4,5 miliar seharusnya
melalui mekanisme tender
(pengadaan melalui pe-
nyedia barang dan jasa).
Sedangkan proyek dengan
tipe swakelola memiliki
ciri bahwa seluruh peren-
canaan sampai pada pen-
gerjaan proyek dilakukan
oleh DPRD sendiri." tegas
Sahar FIMM menilai den-
gan dilakukannya proyek
tanpa melakukan meka-
nisme tender, Ketua DPRD
selaku pengguna angga-
ran telah menyalahi prose-
dur penyusunan rencana
pengadaan barang dan jasa.
Seharusnya secara prose-
dural, tahapan pengadaan
proyek tersebut dimulai
dari penyerahan dokumen
pengadaan proyek oleh
pengguna anggaran kepada
pejabat PPK, penyusunan
kerangka acuan proyek,
penyusunan jadwal kegi-
atan pengadaan proyek,
hingga melakukan pengu-

muman rencana pengadaan’

proyek. Akibat proyek reco-
very tersebut, Ketua DPRD
Morowali disinyalir telah
menguntungkan kerabat
keluarganya sendiri, mela-
lui mekanisme penunjukan

langsung angaran proyek
sebesar Rp4,5 miliar.

"Dugaan korupsi angga-
ran pengadaan proyek di ge-
dung DPRD ini harus segera
di usut tuntas oleh penyi-
dik kepolisian maupun ke-
jaksaan. Sebab pengadaan
proyek dilingkup Lembaga
DPRD Morowali, terindikasi
sangat kuat telah merugi-
kan keuangan negara.Ketua
DPRD melanggar kepres No.
81," kata Sahar.

Secara terpisah, ketua
DPRD Morowali Abudin
Halilu yang dikonfirmasi
menegaskan dirinya tidak
pernah mengerjakan proy-
ek tersebut "Silahkan anda
cari kalau ada proyek atas
nama saya.

Heran kenapa wartawan
Cuma tanyakan saya, tanya
Bupati, justru Bupati itu
bagi bagi proyek sama tim
sukses tidak dipersoalkan,
justru saya Ketua DPRD
yang dipersoalkan. Awas
kalau anda menulis ma-
salah ini," protes Abudin
Halilu. Menanggapi tuduhan
bagi bagi proyek, ditanggapi
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PENGENDARA motor dan mobil melintasi jembatan dal
trans Sulawesi di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue To
Kabupaten Donggala, belum lama ini. Jembatan terseb
karena adanya perbaikan di sekitar jalan itu. FOTO: MISBA}
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santai oleh Moh.

Sjafrie selaku Juru Bicara
Bupati Morowali Anwar
Hafid. Dikatakannya seba-
gai ketua DPRD, yang mana
lembaga yang dipimpinn-
ya menjalankan tupoksi
legislasi, buggeting dan
pengawasan sudah seha-
rusnya mengetahui aturan
dan prosedur mulai dari
perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan semua
proyek atau program pe-
merintah Dengan demikian
maka tuduhan beliau itu
selain tidak mengandung
kebenaran dan ngawur,
bisa juga diartikan seba-
gai ketidak tahuan beliau
terhadap Tupoksi lembaga
yang dipimpinnya.

Toh pada akhirnya rakyat
yang akan memberikan
penilaian, siapa yang sebe-
narnya tidak becus menja-
lankan tupoksinya, apakah
legislatif atau eksekutif.
Berhati-hatilah pada peni-
laian dan hukuman rakyat
karena sesungguhnya kita
adalah pelayan rakyat".
pungkasnya. KIRIMAN MEGA




